BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;

b. bahwa sistem Kkerja digunakan sebagai instrument bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan
fungsi unit organisasi pada perangkat daerah setelah
penyederhanaan birokrasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan
bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan
penyesuaian sistem kerja;

| d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja;

—

Mengingat . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

| Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

! Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

| Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

! Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘ Nomor 5494);

i 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




s

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Aparatur sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 155);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

et

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan atau
unit organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk
suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme
kerja dan proses bisnis pegawai ASN dengan memanfaatkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dilakukan
dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan.
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Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi.

Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.

Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Instansi Daerah adalah Perangkat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah.

Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam instansi daerah yang dipimpin
oleh pejabat pimpinan tinggi.

Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin
oleh PPT, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional
yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan unit Organisasi adalah PPT, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit organisasi tertentu pada struktur organisasi perangkat daerah.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit
organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah pemilik kinerja
dan/atau pejabat lain diluar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat
penugasan khusus.

Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional
dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit
Organisasi dalam priode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
SPBE.

Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggungjawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan pada perangkat daerah.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan.
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Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Sasaran Kinerja Pegawai adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah
ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.

Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan
atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.

Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan
atas kinerja pegawali.

Evaluasi Kinerja Periodik adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja
mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama bulanan
atau triwulanan dan menetapkan predikat kerja periodik pegawai
berdasarkan kuadran kinerja pegawai.

Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai
Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama
satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai
berdasarkan kuadran kinerja pegawai.

Transformasi Manajemen adalah diartikan sebagai suatu perubahan
bentuk, sifat, fungsi, dan sistem yang fokus pada penggunaan sumber daya
secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Silo adalah diartikan sebuah sistem yang memisahkan pegawai yang
berbeda, biasanya berdasarkan kedudukan dan/atau pekerjaan secara
berjenjang sesuai jabatan yang mengakibatkan lambannya pengambilan
keputusan dan hambatan yang menghalangi kolaborasi tim dan
komunikasi, serta mengurangi efisiensi dan menghambat arus informasi.

BAB II
SISTEM KERJA

Pasal 2
Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:
a. penyederhanaan struktur organisasi;
b. penyetaraan jabatan; dan
c. penyesuaian sistem kerja.
Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. mekanisme kerja; dan
b. proses bisnis.

Pasal 3

Maksud dan tujuan sistem kerja yaitu:

mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
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BAB III
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
dijadikan dasar sebagai suatu proses dan cara kerja organisasi yang dapat
menggambarkan alur pelaksanaan tugas ASN dalam unit organisasi
perangkat daerah.

(2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

Pasal 5
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
dilaksanakan dengan prinsip:
orientasi pada hasil,
kompetensi;
profesionalisme;
kolaboratif;
transparansi; dan
akuntabel.

mo Ao o

Pasal 6
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri
atas:
kedudukan;
penugasan;
pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
pengelolaan kinerja; dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
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Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

(1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan
penggambaran posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam
struktur organisasi dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung
yvang tergambarkan dalam susunan struktur organisasi dan tata kerja
perangkat daerah.

(2) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana berdasarkan
pertimbangan rentang kendali dan beban tugas organisasi dalam
pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(3) Pola kedudukan Pejabat Fungsional berdasarkan pertimbangan rentang
kendali dan beban tugas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
yakni sebagai berikut:
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a. Pejabat Fungsional ahli utama dan ahli madya berkedudukan dibawah
Pejabat Pratama yang berperan selaku atasan langsung dan Pejabat
Penilai Kinerja;

b. Pejabat Fungsional ahli muda berkedudukan dibawah Pejabat
Administrator atau Pejabat satu tingkat diatasnya yang berperan selaku
atasan langsung dan Pejabat Penilai Kinerja; dan

c. Pejabat Fungsional ahli pertama dan Pejabat Fungsional pada semua
jenjang kategori keterampilan berkedudukan dibawah Pejabat Pegawas
atau Pejabat satu tingkat diatasnya yang berperan selaku atasan
langsung dan Pejabat Penilai Kinerja.

(4) Pola kedudukan Pejabat Pelaksana berdasarkan pertimbangan rentang
kendali dan beban tugas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
yakni sebagai berikut:

a. Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah Pejabat Pengawas yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja; dan

b. Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah Pejabat Administrator yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, dalam hal tidak ada Pejabat
Pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrator
dalam suatu unit organisasi.

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 8
Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dalam suatu unit organisasi perangkat daerah ditetapkan oleh PPK
daerah dan/atau PyB melalui peta jabatan.

Pasal 9
Gambaran kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 10

(1) Atas usulan dari pimpinan unit organisasi, Pejabat Penilai Kinerja
menugaskan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk membantu
pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam unit
organisasi.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Unit
Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan apabila diperlukan, penugasan dapat
dilakukan lintas Instansi Pemerintah.

(4) Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diberikan surat penugasan dan/atau bukti penugasan
tertulis lainnya yang berbentuk fisik ataupun elektronik.
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Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan.

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
berasal dari dalam 1 (satu) unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas
instansi pemerintah.

Pasal 12

(1) Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam 1 (satu)
unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan
melalui mekanisme penetapan surat perintah dan/atau bukti penugasan
lainnya secara tertulis ataupun elektronik dari Pejabat Penilai Kinerja kepada
yang bersangkutan.

(2) Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam 1 (satu)
unit organisasi yang dilakukan melalui mekanisme penetapan surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan mencantumkan:

a. maksud dan tujuan penugasan individu;

b. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
akan ditugaskan;

c. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam menyelesaikan
ekspektasi/target kinerja; dan

d. pengaturan menugasan lainnya untuk menunjang efektivitas, kualitas
dan akselerasi pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

(3) Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana lintas unit
organisasi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari
Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah
pemohon/pemilik kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dan/atau
Pimpinan Perangkat Daerah dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana berada, dengan mencantumkan:

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana;

b. kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
akan ditugaskan;

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(4) Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana lintas Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan
dengan mekanisme pengajuan permohonan oleh Bupati kepada Pimpinan
Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional dan Pelaksana berada,
dengan mencantumkan:

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana;

b. kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
akan ditugaskan;

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
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(5) Penetapan surat perintah untuk penugasan individu bagi Pejabat Fungsional
dan Pelaksana, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas Unit Organisasi dalam 1
(satu) Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan;

b. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas Perangkat Daerah
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;

c. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas Instansi Pemerintah
ditetapkan oleh Bupati; dan

d. dalam hal terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengamanatkan pembentukan tim kerja dalam penugasan individu,
maka penetapan tim kerja dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dimaksud.

Pasal 13

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja dalam 1 (satu)
unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dengan
mekanisme penetapan surat perintah dari Pejabat Penilai Kinerja, dengan
mencantumkan:

a. maksud dan tujuan penugas tim kerja;

b. ekspektasi/target kinerja dari tim kerja yang akan ditugaskan,;

c. durasi pelibatan tim kerja dalam penyelesaian ekspektasi/target kinerja;
dan

d. pengaturan menugasan lainnya untuk menunjang efektivitas, kualitas
dan akselerasi pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

(2) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja lintas Unit
Kerja dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja, dari Pimpinan Unit
Organisasi dan/atau Perangkat Daerah pemohon/pemilik kinerja kepada
Pimpinan Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah dimana Pejabat Fungsional
dan Pelaksana berasal, dengan mencantumkan:

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana dalam tim kerja;

b. kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
akan ditugaskan;

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja.

(3) Jawaban atas permohonan pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan dan/atau
penolakan permohonan, yang selanjutnya disampaikan secara tertulis dari
Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Perangkat Daerah dimana Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berada kepada Pimpinan Unit Organisasi
dan/atau Perangkat Daerah pemohon/pemilik kinerja.

(4) Surat Perintah penugasan tim kerja lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah.
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Pasal 14

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilakukan melalui penunjukan
dan pengajuan sukarela.

(2) Penugasan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana
oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan tugas tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif
dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu.

(4) Pengajuan sukarela untuk lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Perangkat
Daerah bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana, dilakukan berdasarkan
persetujuan atasan langsung /Pejabat Penilai Kinerja.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 15

(1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana.

(2) Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran aktif bagi
Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk dapat membantu pelaksanaan
kinerja organisasi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan, namun belum masuk ke dalam tugas yang telah ditetapkan
sebelumnya.

(3) Pengajuan secara sukarela hanya dapat dilakukan di dalam Unit Organisasi
Pejabat Fungsional atau Pelaksana bersangkutan dan lintas Unit Organisasi
di dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16
(1) Pengajuan sukarela di dalam unit organisasi dengan mekanisme sebagai
berikut:

a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan keinginannya secara
lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu kepada
Pimpinan Unit Organisasi;

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan Unit
Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut; dan

c. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menerima surat penugasan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(2) Pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit organisasi, dengan mekanisme
sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan permohonan untuk
dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja kepada Pimpinan Unit
Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan
Unit Organisasi bersangkutan;

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka Pejabat
Fungsional atau Pelaksana menyampaikan surat permohonan
persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi yang
dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan tembusan Pimpinan Unit
Organisasi bersangkutan.
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c. apabila Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi
bersangkutan menyetujui, maka kemudian Pejabat Penilai Kinerja
menyusun surat penugasan untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana untuk melaksanakan kinerja di unit organisasi dituju; dan

d. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menerima surat penugasan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 17
Terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu dan urgen yang sifatnya lintas
Perangkat Daerah, maka pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Atas dasar pertimbangan tertentu, Pimpinan Unit Organisasi dapat pula
berperan sekaligus sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 19
Pola penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 20
Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana meliputi pelaksanaan
tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas
perangkat daerah.

Pasal 21
(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat dilakukan dalam
tim kerja atau dengan individu.
(2) Pelaksanaan tugas dengan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari 1
(satu) unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi;

b. bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat
melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas
perangkat daerah;

c. pimpinan unit organisasi dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional
atau Pelaksana sebagai ketua tim berdasarkan keahlian, dan/atau
keterampilan;

d. pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas unit
organisasi dan/atau lintas perangkat daerah, Pejabat Fungsional atau
Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit
organisasi pemilik kinerja tersebut; dan

e. jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim
kerja merupakan strategi dan kebutuhan dari Pimpinan Unit Kerja,
dengan tetap mempertimbangkan beban tugas.
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(3) Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi secara individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing dan pejabat
pelaksana melaksanakan tugas sesuai uraian tugas jabatan pelaksana
yang diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

butir kegiatan jabatan fungsional atau uraian tugas jabatan pelaksana
yvang dilakukan oleh pejabat fungsional dan pelaksana merupakan._
penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;
Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara individu memperhatikan
arahan dan strategi, target pencapaian kinerja unit organisasi serta
keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat
Fungsional atau Pelaksana lain dalam unit organisasi.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja pada
unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi
Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dalam unit organisasil;
melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan strategi pimpinan unit
organisasi;

permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim
kerja menyampaikan permasalahan dan kendala tersebut beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Pimpinan Unit Kerja dan Pejabat Penilai Kinerja memantau dan
mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim sebagai
bahan input pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan
tugas dan kegaiatan tim kerja;

bilamana diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

(2) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja lintas
unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi
Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana lintas unit organisasi;

Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai arahan dan
strategi pimpinan unit organisasi pemilik kinerja;

permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim
kerja dapat menyampaikannya beserta alternatif rekomendasi kepada
Pimpinan Unit Organisasi Pemilik Kinerja untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

dalam hal diperlukan kalaborasi lintas pimpinan unit organisasi dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim kerja dapat
menyampaikannya beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi dan Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai
tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing;
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bilamana diperlukan, tim Kkerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang bersifat lintas
perangkat daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi
Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana lintas perangkat daerah;

tim kerja lintas perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai target kinerja unit organisasi pemilik kinerja
pada perangkat daerah pelaksana fungsi atau untuk mendukung program
strategis lintas perangkat daerah;

melaksanakan arahan dan strategi pimpinan unit organisasi pemilik
kinerja pada perangkat daerah pelaksana fungsi;

. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan

kegiatan, tim kerja dapat menyampaikannya beserta alternatif
rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi Pemilik Kinerja pada
Perangkat Daerah pelaksana untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti,
dalam hal diperlukan kalaborasi lintas pimpinan unit organisasi atau
lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikannya beserta alternatif
rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi atau
Pimpinan Perangkat Daerah dimana Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi
unit organisasi atau perangkat daerah masing-masing;

bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

koordinasi tim kerja dilakukan pada tahap perencanaan, pemantauan,
dan evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

Pasal 23

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dalam unit organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan pembagian tanggung jawab
pejabat penilai kinerja, pimpinan unit organisasi, ketua tim kerja, dan tanggung
jawab anggota tim kerja.

Pasal 24

(1) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, meliputi:

a.
b.

menyusun dan menetapkan road map dan rencana kerja organisasi;
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan
strategi dan tujuan organisasi;

memastikan Kkesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan
sumberdaya yang optimal;

memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan
memastikan kalaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi
antar unit organisasi.

(2) Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, meliputi:

a.

menyusun dan menetapkan rencana strategis;
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b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;

c. memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelaksanaan
kegiatan;

d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

(3) Tanggung jawab Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan;

c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e. melapotkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja
dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan
pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.

(4) Tanggung jawab Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
meliputi:

a. menyusun rencana kerja individu;

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

2

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 25
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan
pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja/atasan
langsung.

Pasal 26

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional
dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Ketua Tim.

(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim
melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi
dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah secara berkala.

(3) Ketua Tim sewaktu-waktu dapat meminta laporan kepada anggota tim,
begitu juga dengan Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang
untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 27
(1) Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi
pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan
pengembangan kinerja pegawai;
c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan’
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d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan
dan sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja pejabat
fungsional dan pelaksana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

(1) Perangkat daerah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE yang terintegrasi
dalam mendukung sistem kerja perangkat daerah dan instansi pemerintah.

(3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa aplikasi umum
berbagi pakai.

(4) Perangkat daerah memastikan setiap unit organisasi menggunakan aplikasi
umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

(1) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung sistem kerja, dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Fasilitasi dan penanggung jawab pelaksanaan keterpaduan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang informasi
dan komunikasi, dan/atau perangkat daerah lainnya yang ditunjuk oleh

PyB.

BAB IV
PROSES BISNIS

Pasal 30

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat
Daerah dan/atau antar Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan
keluaran yang bernilai tambah sesuai tujuan organisasi.

(2) Perangkat daerah berserta unit organisasi perangkat daerah menerapkan
penyesuaian sitem kerja serta melakukan perbaikan dan pengembangan
Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui reviu dan evaluasi yang diawali dengan penyesuaian Standar
Operasional Prosedur.

(4) Reviu dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
metode yang digunakan, dilakukan terhadap:

a. peta subproses;
b. peta relasi,
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c. peta lintas fungsi; dan
d. peta level 1 dan turunannya.

(4) Tata cara penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

BAB V
TRANSFORMASI MANAJEMEN

Pasal 31

(1) Penyesuaian sistem kerja merupakan salah satu tahapan untuk mendukung
optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagai bentuk dari
pelaksanaan transformasi manajemen.

(2) Perangkat daerah perlu penerapan transformasi manajemen secara efektif
untuk mewujudkan terciptanya pola kerja baru dalam organisasi
pemerintahan.

(3) Untuk optimalnya penerapan penyesuaian sistem kerja pada masing-masing
perangkat daerah, perlu dikawal, dikendalikan, dan didukung oleh Tim
Transformasi Manajemen.

Pasal 32
Peran tim transformasi manajemen dalam pelaksanaan penyesuaian sistem
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
a. dukungan pembinaan strategi organisasi; dan
b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi.

Pasal 33
(1) Dukungan pembinaan strategi organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a, dengan tahapan:
a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
b. penjaminan efektivitas reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah
daerah; dan
c. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi dilingkungan
pemerintah daerah.
(2) Dukungan pembinaan sinergitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf b, dengan tahapan:
a. penguatan kalaborasi dan sinergitas organisasi antar unit organisasi
perangkat daerah lingkup pemerintah daerah; dan
b. penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah
lingkup pemerintah daerah.

Pasal 34

Tim Transformasi Manajemen dilaksanakan oleh unsur kesekretariatan yang

terdiri dari pejabat:

a. pejabat level tertinggi;

b. pejabat penilai kinerja dan pimpinan perangkat daerah yang terkait dengan
sumber daya manusia;

c. pejabat yang bertanggung jawab dibidang perencanaan kinerja;

d. pejabat pada perangkat daerah yang terkait perencanaan dan anggaran; dan

e. pejabat pada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang
tatalaksana, kelembagaan, Reformasi Birokrasi, dan/atau pejabat lainnya
sesuai kebutuhan.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35
Unsur kesekretariatan pada perangkat daerah melaksanakan peran dukungan
bagi percepatan pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja melalui Mekanisme
Kerja dan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Perangkat Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja sesuai

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat tanggal 31
Desember 2023.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peran

koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Bupati Sidenreng Rappang tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan

Nomenklatur Sub Koodinator Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator terdiri

dari:

a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 153/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Sekretariat Daerah;

b. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 154/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Sekretariat DPRD;

c. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 155/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 156/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

e. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,;

f. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 158/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Sosial;

g. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 159/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak;

h. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 160/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
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i. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 161/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

j. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 162/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

k. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 163/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika;

l. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 164/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat;

m. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 165/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

n. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana
dan Ketahanan Pangan;

o. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 167/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Peternakan dan Perikanan;

p. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 168/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,;

q. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 169/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

r. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 170/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Dinas Lingkungan Hidup;

s. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 171/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

t. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 172/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

u. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 173/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

v. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 174/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

w. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 175/1/2022 tentang
Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan
Tugas Sub Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Desember 2023

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 DBDesember 2023
A RIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
82



-20-

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG |
SISTEM KERJA |

MEKANISME KERJA DAN KEDUDUKAN

[. SEKRETARIAT DAERAH
A. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

ASISTEN DAERAH ASISTEN DAERAH

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 1. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Mombagi dan menunfuk Memugaskan Pejabat m::;
Asisten Daerah sebagai Fungsional dan Palaksana
P"Kma a" penanggungiawab > dibawah koordinasi kegiatan
pencapaian target kineria Asiston Daerah Merumuskan
) T sz
penetapan .
perjanyan L argot '
Kinena) operasiona
Roviu pelaksanaan
kegiatan
|
Ya
Menatagkan
Ketia Tim
Memberikan arahan Melakukan proses Memberikan atahan Tidak
dan targot B> pelibatan JF lintas $|  dan ckspektasitarget
kinerja unit kinerja
Menyusun rencana =
> pelaksanaan kegiatan
dan anggaran untuk ® menyusun rincian pelaksanaan kegiatan
pencapaian targel « membagi peran angpola im
kinerfa = melaksarfakan kegiatan
. ikan hasil pelak kegi

Gambat 2. Alur Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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B. Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

SEKDA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 3. Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Membag dan menunjuk Menugaskan Pejabat Rewiiu danl
{penyusunan dan - Asisten Daerah sebagai e Fungsional dan Pelsksana penilaian
penelapan perjanjian penanggungiawab dibawah koordinasi kivacta
kineria) pencapaian target kinena Agisten Dacrah .

Tidak

Memberkan arahan
dan ckspeldasi targat
kinerja

proses pelibalan JF
lintas unit

A 4

untuk 1
pencapaian » menyusun fincian pelaksanaan kegiatan
targot kinorfa » membagi peran anggota tim
» melaksanakan kegiaton
= menyampaiken hasil pelaksanaan kegiatan

Gambat 4. Alur Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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C.Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

ASISTEN DAERAH

KELOMPOK JF KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA

Gambar 5. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Porencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk Menugaskan Pejabat
| (penyusunan dan I Asisten Dacrah sebaga) s Fungsional dan Polaksana
penetapan penanjian penanggungiawab dibawah koordinasi
kineria) pencapaian target kmona Asisten Daersh

Peru JF
hintag unit?
Ya
v
Memberikan arahan Memberikan arahan
dan ekspektosi target A pUREN P con chspoktasi target
kinerja kinerja

Menyusun
rencana

kegiatan dan

IEE:(M ® menyusun rncian pelaksanaan kegiatan

pencapaian = membagi peran anggota tim
larget kinerfa » melaksanakan kegintan
« monyampatkan hasil pelaksanaan kagiatan

v

Gambat 6. Alur Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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II. SEKRETARIAT DEWAN
A. Sekretariat Dewan sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 7. Sekretaris Dewan sebagai Pejabat Penilai Kinerja

B. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

SEKWAN

KELOMPOK JF

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

DAN PELAKSANA

Gambar 8. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Mambagi dan menunjuk Menugaskan Pejabat
(petiyusunan dan -~ Asisten Daerah sebagal s Fungsional dan Pelaksana
penetapan perjanjian penanggungjawab dibawah koordinasi
lineria) pencapaian largel kineria Asisten Daerah
|

Memberkan arahan
gﬁm?’;:; proses pelbatan JF o dan okspeitesi arget
k'hl!]ial lintas unit kinerja

® menyusun rincian pelakeanaan kegiatan

« membagi peran anggola tim

= mefaksanakan kegiatan

= menyampaikan hasil pelaksansan kegiatan

v
HE
i

'l'_l

Gambat 9. Alur Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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[II. INSPEKTORAT
A. Inspektur sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan
IRBAN
SEKRETARIS INPESTIGASI
P
SUBBAG SUBBAG

KELOMPOK JF
DAN

Gambar 10. Inspektur sebagai Pejabat Penilai Kinerja
B. Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah/Investigasi sebagai Pejabat
Penilai Kinerja
1. Kedudukan

INSPEKTUR

KELOMPOK JF KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA

Gambar 11. Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah/Investigasi sebagai
Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk Menugaskan Pejabal
(pemyusunan dan o Asisten Daerah sebagai - Fungsional dan Peisksana
penetapan perjanjian penanggungiawab dbawah koordinasi
kineria) pencapaian taraet kineria Asisten Dacrah

|

Memberikan arahan
dan ekspoklasi target
\anena

Menyusun
rencana
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran

pencapaian
i " & b
- , nincan
» membagi peran anggata tim

« molaksanakan kegiatan
 menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

A 4

Gambat 12. Alur Inspektur sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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IV. DINAS/BADAN
A. Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

SEKERTARIS

I I I |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 13. Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja

B.Sekretaris/Kepala Bidang Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

KEPALA
DINAS/BADAN

KELOMPOK JF KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA

Gambar 14. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Membagi dan menunjuk Menugaskan Pejabat
N Asisten Daerah sebagai _. Fungsional dan Pelaksana
penanggungiawab dbawah koordinasi
pencapaian target kineria Asisten Doerah

|
|

Menyusun

pelokeanaan
kegiatan dan

pencapaian '« menyusun rincian pelaksanaan kogiatan
targel kinetja « membagi peran anggota tim

« melaksanakan kegiatan

. hasil p Kegiata

Gambat 15. Alur Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja




V. SATUAN POL PP, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
A. Kepala Satpol PP, Damker dan Penyelamatan sebagai Pejabat Penilai

Kinerja
1. Kedudukan

SEKERTARI

26-

KABID KABID

KABID

KABID

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 16. Kepala Satpol PP, Damker dan Penyelamatan sebagai Pejabat

Penilai Kinerja

B. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

KASUBAG

KASUBAG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 17. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk

(penyusunan dan l_’ Asisten Daerah sebagai
penetapan perjanjan pananggungjawab

lineria) pencapaian targel kineria

Menugaskan Pejabat

Asislen Dacrah

Fungsional dan Pelaksana
_W dibawah koordinasi

% Tidak

proses pelbatan JF

Memberikan arahan
dan

fintag uni

target

kinena

« membagi poran anggota tim
= melaksanakan kogiatan
» menyamp: hasil pe

L untuk
pencapaian
target kinerja
» menyusun nincian pelaksanaan kegiatan

kegiatan

Gambat 18. Alur Kepala Satpol PP, Damker dan Penyelamatan sebagai Pejabat

Penilai Kinerja
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VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Kepala Pelaksana sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
[ | |
BIDANG BIDANG BIDANG
KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 19. Kepala Pelaksana sebagai Pejabat Penilai Kinerja

B. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

SUBBAG SUBBAG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 20. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk Menugaskan Pejabal
(penyusunan dan L Asisten Daerah sebagai - Fungsional dan Pelaksana
penelapan petjaniian penanggungawab dibawah koordinasi

kinerja} pencapaian targed kineria Asigten Daerah

Revtiu dani
penilaian
kinena

: Membentuk
x Tim/individu

Individu
v
Memberikan arahan Memberikan arahon
dan ahspetas: largel s ERanE P dan chspertesi targel
kinerja kinerja
Menyusun
rencana
pelaksanaan
kegialan dan
= anggaran
L untuk

pencapmen ® menyusun fincian pelaksanaan kegiatan
target kinorja l > membagi peran anggota tim

= melaksanakan kegatan
= menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

Gambat 21. Alur Kepala Pelaksana sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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VII.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tipe C
A. Direktur sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

BAGIAN
| I | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
| | | |
SUBBIDANG | | SUBBIDANG ||| SUBBIDANG | | SUBBIDANG
KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 22. Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja

B.Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

SUBAG/SUBID

SUBAG/SUBID

KELOMPOK JF

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

DAN PELAKSANA

Gambar 23. Kabag/Kabid sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Pesencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk
(penyusunan dan - Asisten Daerah sebagai
penctapan perjanjian penanggungiawab
kinerja} pencapaian target kineria
Membentuk
Timvindividu

Individu

Memberikan arahan
proses pelibatan JF
dan akspekiasi targol ks und
kinerja

» untuk
sz e « Menyusun fincian petaksanaan kegiatan

» membag paran anggola tim
= melaksanakan kegiatan
= menyampakkan hasil petaksanaan kegiatan

Gambat 24. Alur Direktur sebagai Pejabat Penilai Kinerja




29

VIII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tipe D
Direktur sebagai Penilai Kinerja

1. Kedudukan

KASUBAG

1T 1

SEKSI SEKSI

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 25. Direktur sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

l Perencanaan Kmnerja Membag dan menunjuk Menugaskan Pejabat
{peryusunan dan - Asisten Daerah sebagai s Fungsional dan Pelaksana
penetapan perjanfian penanggungiawab dibawah koordinasi
laneria) pencapaian target kinerja Asisten Daerah

ibatan JF Memberikan arahan
P [ targel proses polbatan » o

P get
Vinerja fintas unit

Manyusun
rencana

pelaksanaan
kegiatan dan
untuk
pencapaian
tatgel kinerja

« Menyusun nincian pelaksanaan kogialan

® membagi peran anggota lim

= melaksanakan kegalan

« menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

|

Gambat 26. Alur Direktur sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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IX. UPT DINAS /BADAN
Kepala UPT sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

SUBBAG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 27. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja Membagi dan menunjuk Menugaskan Pejabal
[penyusunan dan _. Asisten Dacsah sebagal __. Fungsional dan Pelaksana
penetapan perjanjian penanggungjawab dibawah keordinasi

kinefia) pencapaian target kineria Asisten Daerah

Memberikan arahan Memberikan arahan
dan akspebasi trgel prosed el P don chspetasi target
kinenja kinerja

Menyusun
rencana
pelaksanaan

kegiatan dan

e | « Monyusun fincian pelaksanan koglatan

Y

® membag peran anggota tim
e s « meloksanakan kegiatan
« menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

Gambat 28. Alur Kepala UPT sebagai Pejabat Penilai Kinerja




X. KECAMATAN
Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja
1. Kedudukan

[

L

31

n

SEKRETARIAT

SUBBAG

SUBBAG

KASI

KASI

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 29. Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Perencanaan Kinerja
penyestnan dan
penetapan perjaniian
kinerial

Mentagi dan menunjuk
Asiston Dacrah sebagal

penanggungiawah
pencapaian targel kineria

Menugaskan Pejabat
Fungsional dan Peloksana
dibawah koordinasi
Asisten Dacrah

tm kera

Memberikan arahan

dan ckspektasi target
kinerja

proses pelfibatan JF B
lintas und

Menyusun
rencana
peiaksanaan
kegiatan dan
anggaran
unfuk

pencapaian
target kinerja

® Menyusun rincian pefaksanaan kegiatan
» membagi paran anggela tim
= melaksanakan kegiatan

Loniata

9

Gambat 30. Alur Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja




XI. KELURAHAN

Lurah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

1. Kedudukan

e

SEKRETARIAT

r

KASI

KASI

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

Gambar 31. Lurah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Alur Mekanisme Kerja

Membentuk
Timindividu

Perencanaan Kinerja Membagi dan menunjul Manugasken Pejabat
(penyusunan dan o Asisten Daerah sehagai }_’ Fungsional dan Pelaksana
penctapan peranjian penanggungiawab dibawsh koordinasi
kineria) pencapaian target kineria Asisten Daerah
Tidak
fim ketja

Periu JF
fintas unit?

Ya

Memberikan arahan
dan ekspeklasi targel
kinorja

proses pelibatan JF

lintas unit

Menyusun
rencana
pelaksanaan
kegiatan dan

anggaran

v

untuk
pencapaan
target kinesja

Reviiu danl
penilaian
kneria

L

o Memyusun nncian pelaksanaan kegiatan

= membagi peran anggota im

= malaksanakan kegiatan

« menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan




NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KERJA

PENUNJUKAN DAN PENGAJUAN SUKARELA

1. Mekanisme Penunjukan Dalam Unit Organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Dalam Unit Organisasi

5 g Menerima tembusan
§¢t surat perintah
E g’ penugasan
: Y
B
& 8, Menungaskan )
- E Pejabat Fungsional Menerima surat
.s o atau Pelaksana penugasan
&
&
& - % Menerima —
§~E perintah > embuat surat
ué’n% penugasan penugasan
=
w

Gambar 33. Mekanisme Penunjukan Secara Individu Dalam Unit Organisasi

e Format Surat Penunjukan Secara Individu Dalam Unit Organisasi

a8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

-33-
LAMPITAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
|

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website : .................
SURAT TUGAS
Nomor:
Menimbang § By TRRERUIE om0 S SR X B R S AW PR R S S R |
B T BABR o voem i e T A A R B R
Mengingat : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. .... Hal Permintaan Anggota
Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:
MENUGASKAN
Kepada : Nama ¢ XXXXHXXKXKXXX
Pangkat ; XXXXXXXXXXKKX
NIP t XXXXXXXEXXEXX
Jabatan } XXXXEXXKEXKXX
Untuk : 1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas untuk menjadi

anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil pelaksanaannya
dilaporkan secara berkala.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus memenuhi target
kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

XIHHRKKKHEKK
Pangkat: xXx0Xxxxxx
Nip., XXXXXXXXKXXXXK
Tembusan kepada Yth:
Licvivsesamsenavinsnss H
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2. Mekanisme Penunjukan Yang Bersifat Lintas Unit Organisasi

Permohonan Pelibatan JF dan Pelaksana
Penunjukan Jabatan Fungsional dan Pelaksana Lintas Unit Organisasi

% Menerima Menerima
< tembusan surat tembusan surat
® £ permohonan permohonan
k) pelibatan pelibatan
< A
4 D A
; § mengirim surat  Mengirimkan surat
2 £ permohonan | Jjawaban petmohonan
g g peliéan pelibatan
- Menerima surat Ttk Membuat surat
5 permohonan < setuju jewaban tidak
g 5 pelibatan setuju
£3 " (2)
g
B = Menerima Menerima Membuat surat o
-?g. rekomendasi JF dan rekomendasi JF dan «b<-|>b jawaban persetujuan
g Pelaksana yg sesuai Pelaksana yg sesuai permohonan
* -T— Membuat
= 3 > : » surat
] E E Menerima pemintaan Menyampaikan penugasan
8 & 9 rekomendasi JF dan |y  rekomendasi JF dan
E g’ § Pelaksana yg sesuai Pelaksana yg sesuai
@
« 3
= & Menerima
g § -% — surat
& ?I penugasa
“8
R}

Gambar 34. Mekanisme Penunjukan Yang Bersifat Lintas Unit Organisasi

Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 orang
(Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website 7 ..oovesiiei

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor T Xxxxx Yth.KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat 5= di
Lampiran : - Tempat
Perihal : Permohonan Pelibatan

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama:

Nama ¢ XOOOEXXXXXXX
Pangkat : XxXXXXXXXXXX
NIP + XOOOXXXXXX
Jabatan @ XXXXXXXXXXX

untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut di atas dari tanggal 15
Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.

Asisten Administrasi Umum

XAXXXXXXKK KKK

Pangkat: XxxXxXXXXXXX

Nip. XXXXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:




AN

e Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih dari 1 orang
(Lintas Unit Organisasi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website : oo
Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY
Kepada
Nomor  : XxxXxxX Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat D -
Lampiran : 1 Lampiran di
Perihal : Permohonan Pelibatan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim
Kerja atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak .... (....... ) orang (daftar terlampir) untuk
ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan tersebut di atas dari
tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An.BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum

D16.0,9.9,9,0.0.0.9.9,9,0.¢
Pangkat: XxxXXxXXXXXXX
Nip., XXXXXXXXXXXXXKK
Tembusan kepada Yth:
1o i, ;

e Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih
dari 1 orang (Lintas Unit Organisasi)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN ....cooeienennn
; Rencana Penugasan
No | Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tin%
XXXKXKXKKKKKX Kepala Bidang ........... Ketua Tim

1 | Pembina

Nip. 300mxXxXxxx
HHHXHKXKXKXKKK Kepala Subbag .......... Anggota Sekretariat Tim
2 Penata Tk.I
Nip. XXXXXXXXX
KXRXKKKKKKKKK Analis ............ Anggota Tim
3 Penata Tk.I
Nip. XXXXXXXXX

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Asministrasi Umum

616.6/6.0.0.0.0,6,9,¢,0.9
Pangkat: XXXXXXXXXXX
Nip., XOOOOOIXKXKKXX
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e Format Surat Jawaban Persetujuan Keterlibatan dalam Tim Kerja
(Lintas Unit Organisasi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website ;
Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY
Kepada
Nomor T XXXXX Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat -
Lampiran : - di
Perihal :Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan
Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas
nama:

Nama 1 XXXXXXXXXXX

Pangkat : XXXXXXXXXXX

NIP ¢ XXXXXXXXXXX

Jabatan : XXXXXXXXXXX

disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang dari tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

P 60.0.6.0:0.6.0,0.0.0.9.9.9.9.9:4
Pangkat: XXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXKXXXX

Tembusan kepas Yth:
L summseummanmrn :
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e Format Surat Jawaban Tidak Setuju Terlibat dalam Tim Kerja
(Lintas Unit Organisasi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421} 35900 Kode Pos 91661
Website : ....ooooniie

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor  : Xxxxx Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat P
Lampiran : - di
Perihal : Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan
Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas
nama:

Nama I 6.9:6:6.6.9.9.9:¢.9.4
Pangkat : XXXXXXXXXXX
NIP . 6:9.9:0.0.0:0.0.9..4
Jabatan : Xxooomxxxxx

Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, berhubung adanya kegiatan mendesak yang
harus dilaksanakan pada waktu bersamaan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

D16.9.0,0.0,0,9.9,9.9,9.¢
Pangkat: Xxxxxx3xx
Nip. XXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:
) :




e Format Surat Penugasan untuk 1 orang
(Lintas Unit Organisasi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website : ..ooooovene....

Menimbang : a.

b.

—t

Mengingat

SURAT TUGAS
Nomor:

. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023

tentang Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. .... Hal

Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada : Nama 1 XXXXXKXXKXXXX
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP PD16:0:0:0:0.0:9.0.0.9.0.0.¢
Jabatan  : XXXXXXXXXXXXX

Untuk : 1.

Demikian
mestinya.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil

pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

XXXXXXXXXXXX
Pangkat: XxXxXxxXXXXXX
Nip. XOTOXRRXXXXX

Tembusan kepada Yth:
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e Format Surat Penugasan lebih dari 1 orang
(Lintas Unit Organisasi)

a8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website : ..
SURAT TUGAS
Nomor:
Merambang o1 & BARWE cocmammiui it s e i s ies s i s s S b s
B 0T oL OO
Mengingat . Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023 tentang
Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. ... Hal
Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:
MENUGASKAN
Kepada . Nama ¢ XXX KXKXXXX
Pangkat : XXX KXXKXXKX
NIP : XXXXXKXKXXKKK
Jabatan § XXXXXKXXXXXXXX
. Nama  XRXXXKERKKXKK
Pangkat + XoOOOOOOOOKKK
NIP + XXX EXHKKKK
Jabatan  XXXXXXXXKXKXX
. dst
Untuk . Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas untuk

menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ........., dan hasil

pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus

memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAR DAERAH

XOOOCXXKKXXR
Pangkat: XOoXXXsxx
Nip., XXXXXXXXXXXXX

Tembusan kepada Yth:
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e Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Lintas Unit Organisasi)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIN KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menimbarg i @, DAHWWA .....ormeeome cmrmmmosnnnmms ssin i i 50 oS IR ST SRR A o ha Favima s s a8 00
A ;
o ‘

MENEZINZAL 1 L. ittt ettt e et a e s et s et et as
g e AR e T R 2
3. AN SCLOTUSIIYEL -rvrrrrrrsooooosmsmeeeeeereeeeees e ooseseeeereeesessssmseeeeeererss

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

: Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ..... ;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

: Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
sebagai berikut:
Pengarah : memberikan arahan dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas tim
Penanggungjawab : a. memberikan pertanggungjawaban secara umum
pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal penentuan
kebijakan pelaksanaan tim.

: Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber pada APBD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun Anggaran ......

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal ... ... ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Tembusan kepada Yth:




3. Mekanisme Penunjukan Yang Bersifat Lintas Instansi

Permohonan Pelibatan JF dan Pelaksana
Penunjukan JF dan Pelaksana Lintas Instansi
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Gambar 35. Mekanisme Penunjukan Yang Bersifat Lintas Instansi
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e Format Lapiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja (Lintas Unit Organisasi)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR /
TANGGAL :
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN o svanss
TAHUN ANGGARAN ....
. Rencana Penugasan : . Timeline Kegiatan
No | Neme/Pangkat/Nip | .Jabatan Dalam Tim Uraian Tupoks Minggu | / Triwulan [ Minggu 11 / Triwulan II__|_Minggu Il / Triwulan [l | Minggu IV / Triwulan IV
1 | XoOomXXXXXX Kepala Ketua Tim Kerja - Mengkoordinir kegiatan 1.Minggu pertama telah | 1.Minggu kedua telah | 1.Minggu ketiga telah | 1.Minggu keempat telah
Pembina Bidang | =000 | e dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
NIp, KXXXXKKXX | ceevvnrsnninns Melaporkan hasil ......... b3 0 11 S 2. Det.cosmmmii 2. Dat v 2. Bat o
= DS e
2| XOOOKKXXKXX Kepala Anggota Sekretariat | Melaksanakan 1.Minggu pertama telah | 1.Minggu kedua telah | 1. Minggu ketiga telah | 1. Minggu keempat telah
Penata Tk.I Subbagian | Tim Kerja Kegiatan i.coissssiiiorssniass dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. X00KXKKXK | cevverneernens BBt cunseanivea RIPEE s 2. DSt i vxnsemunase 2 B - R,
3 | XXXXXXXXXX Analis Anggota Tim Kerja Melaksanakan 1.Minggu pertama telah | 3. Minggu kedua telah |3. Minggu ketiga telah | 3. Minggu keempat telah
PenataTk.l = | ceeveriinnnnss kegiatan ........cvvien dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. XXxxXXxxx 2. DSt s A BB oscsasiin 4y DSt cunaisiasisi G BISE vou cocnnaminsne

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
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e Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 orang

(Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website T cusesmsiisigives

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor  : XxXxXxX Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat R
Lampiran : - di
Perihal : Permohonan Pelibatan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim
Kerja atas nama:

Nama 8. 5.9:6.6,5,9.2.0.9.9
Pangkat : XXXXXXXXXXX
NIP D, 6:0:0.0.0.0:0.0.0.9.4

Jabatan : XXXXXXXXXXX
untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut di atas dari tanggal
15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An.BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum

XEXXXXXXXXEXXK
Pangkat: XXXXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:
(R :
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e Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja Lebih Dari 1 orang
(Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
WEDSItE Suoivivivivasivi

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomeor ¢ XXXXX Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat P -
Lampiran : 1 Lampiran di
Perihal : Permohonan Pelibatan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas Pegawai Negeri
Sipil sebanyak .... (....... ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan tersebut di atas dari tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum

Pangkat: XXXXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:

e Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih
dari 1 orang (Lintas Instansi)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
TAHUN ANGGARAN ...............

Rencana Penugasan
No Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim
KRXXXXKHKKIXX Kepala Bidang ........... Ketua Tim

1 | Pembina

Nip. XXXXXXXXX
XEXHRXEXKKXKX Kepala Subbag .......... Anggota Sekretariat Tim
2 | Penata Tk.I
Nip. XXXXXXXXX
XEXHXHKKKKKKXK Analis ............ Anggota Tim
3 | Penata Tk.I
Nip. xCOOxsss

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Asministrasi Umum

KEXXXXXXXXKXXX
Pangkat: XxxXxXx{XXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXIXXX
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e Format Surat Jawaban Persetujuan Keterlibatan dalam Tim Kerja

(Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKFD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Webstle s .oiococinicin

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor  : Xxxxx Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat :-
Lampiran : - di
Perihal : Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan
Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas
nama:

Nama T XXXXEXXXXXX
Pangkat : Xxxoooxxxx
NIP ¢ XXXXXXXXXXX

Jabatan T XXXXKXXXXXX

disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang dari tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

D,6.0.0.0.0,0,0,9.9.9.9,¢
Pangkat: XXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepas Yth:
A . ;
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e Format Surat Jawaban Tidak Setuju Terlibat dalam Tim Kerja
(Lintas Instansi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website : .ooeeeinnennnn,

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor @ Xxxxx Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat S -
Lampiran : - di
Perihal : Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan
Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas
nama:

Nama D 6.¢.6.9.6.9.6.6.9.9.4
Pangkat  : XXXXXXXXXXX
NIP ¢ XXXXXXXXXXX

Jabatan ¢ XXXXXKKXKXX

Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, berhubung adanya kegiatan mendesak
yang harus dilaksanakan pada waktu bersamaan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KXXXXXXKKKXX
Pangkat: Xxoomsxx
Nip. XXXXXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:
1 ) .
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e Format Surat Penugasan untuk 1 orang
(Lintas Instansi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Websie: vwivmninn
SURAT TUGAS
Nomor:
MemIMBANE § A DVRIIWIR worvaomsmisirnsssmncnsosoisisasoom s s ce o6 0 5 S S50 ST S SN i S
B DARWEL 1o vecrsrsersssssesssssssnsenssnsessemsesseesesssessensessssessessemsemsemsons
Mengingat : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023 tentang

Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. .... Hal
Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:
MENUGASKAN
Kepada : Nama D 6:0.0:0.0.0.0:0.0.¢.0.0.¢
Pangkat D 6.0.00.0.0
NIP : D6 000:0:0.0:0:0:0:0:0.4
Jabatan 1 XXXXXXXXXXXXX
Untuk : 1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil
pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.
3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus

memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pangkat: XXXXXXXXXX
Nip. OO0 XXXXX

Tembusan kepada Yth:



e Format Surat

-48-

Penugasan lebih dari 1 orang

(Lintas Instansi)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421} 35900 Kode Pos 91661
Websile: sivawnna
SURAT TUGAS
Nomor:
Menimbang, 8, DAIHWA ......cesesinimasonsneies s issssis s ieiesss oo ssvaass i s iiinenisasesvaismor i
B DAIWEL ... vveooseeeeseeeseseessssesssessssesesssesseesssesseseeseeeeeeeeeeeeeseeeeennsons
Mengingat : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023

Kepada : 1.
2
3
Untuk s

Demikian
mestinya.

tentang Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. .... Hal

Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN
Nama D, 6.6°0.66:0.6:0.0.0.0.0.4
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP HD.6°0.0:0.0.0.9.9:9.0.0.¢.4
Jabatan : XXXXXXXXXOXX
. Nama T XXXXXXKXXXXKX
Pangkat : XsoOOOOOXRXXX
NIP 1 XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
. dst

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.
Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil
pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus

memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAR DAERAH

Pangkat: XXXXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXXX

Tembusan kepada Yth:

L ;
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e Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Lintas Instansi)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIN KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

A, DAL caviae s e s 0 S v e e S S e S S e R S v TR s Ay A R e S e
B BTl
. T T ;
K i iutone otmsazesmsecsokos:e. 618545688 A48 N9 B 878 11 S A B A ST S S SR B e R AR AT
g - ,
B e s

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ..... ,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

: Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:
Pengarah : memberikan arahan dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas tim
Penanggungjawab : a. memberikan pertanggungjawaban secara umum
pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal penentuan
kebijakan pelaksanaan tim.

: Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim

Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber pada APBD Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ......

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal ... ... ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Tembusan kepada Yth:

.............
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e Format Lapiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja (Lintas Instansi)

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR  : / /
TANGGAL :
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN vauasmnmsraranssiiewms
TAHUN ANGGARAN ....
. Rencana Penugasan ; . Timeline Kegiatan
No | Nama/Pangkat/Nip | Jabatan Dalam Tim Hcsugn Tipols: Minggu [ / Triwulan 1 Minggu 11 / Triwulan 11 Minggu 111 / Triwulan 11 Minggu IV / Triwulan IV
1 | XXXXKXXXXX Kepala Ketua Tim Kerja - Mengkoordinir kegiatan |3.Minggu pertama telah | 3. Minggu kedua telah | 3. Minggu ketiga telah | 3. Minggu keempat telah
Pembina Bidang | 0000 | ceievesiieisesiaes dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. XXKXXXXXX | ceevvevnerenne Melaporkan hasil ......... 4.Dst v 4. Dat ssisima 4, DSE wpecasinnsins 4. D8 i
ol B | T
2 | XXKHAXXXXX Kepala Anggota Sekretariat | Melaksanakan 3.Minggu pertama telah | 5. Minggu kedua telah |5. Minggu ketiga telah | 3. Minggu keempat telah
Penata Tk.l Subbagian | Tim Kerja KeQIatan ....cosinsseennmosss dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. XXXXXKXXK | eeeveecvereees L1105 17 R — 6. DSt eumnsanens 6. D3t ..vveniniennan 4.D8t ceviiiiieianns
3 | XXXXXXXXKX Analis Anggota Tim Kerja Melaksanakan 5.Minggu pertama telah | 7. Minggu kedua telah |7. Minggu ketiga telah | 7.Minggu keempat telah
Penata Tkl | vieissennenns Kegiatan uassinnasnan dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. Xxxxxxxxx 6Dt e B.Dst . 8. Dat oviiiiian LI B SRR

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
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4. Mekanisme Pengajuan Sukarela Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Lintas Unit Organisasi

Permohonan Pelibatan JF dan Pelaksana

Pengajuan Sukarela Jabatan Fungsional dan Pelaksana Lintas Unit Organisasi

% < i Menerima
52 £ o bizsan fembusan
b §'-§ I surat W:‘
£ g : permohonan PR ownan
%x 3 pefibatan pelibatan
£ !
; A
i T
:
4 =4 '
g ; ‘§ ' tmms:n Menyampaikan Ya Membuat surat
SES .- <ufat persefujuan surat setuju persetujuan
5 g’ g permohonan permohonan permohonan
E E : pelibatan pelibatan pelibatan
" A
1
A
3 g Mengirim surat Menerima Menyampaikan
£z permohonan perselujuan sural »| persetujan surat Menerima sural
% § pelbatan permohonan % permohonan penugasan
£ peibatan pelibatan
- g )
A |
B Menenima surat Menyampaikan
8 permahonan surat pef:gl:gt:n
pelibatan ey
§_= palibatan
53
S
& E Menyampaikan
= surat tidak
E persetujuan
£ e permohionan

Gambar 36. Mekanisme Pengajuan Sukarela Yang Bersifat Lintas Unit Organisasi

e Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja untuk 1 orang
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661

= = A
Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY
Kepada
Nomor ¢ Xxxxx Yth.KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat i= di
Lampiran - Tempat
Perihal : Permohonan Pelibatan

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama:

Nama ¢ XXXXXXXXKIX
Pangkat T XXX KKK
NIP : XXXXXXXXXXX
Jabatan T XXXXHOIXXXXX

untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut di atas dari tanggal 15 Januari
2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum

XEHAIXAKKAKKK
Pangkat: X3@xxXxXXXXXXX
Nip. XOOOOXIXXXXXX
Tembusan kepada Yth:
Li  ssnssasuenivrsssoes :
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e Format Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih dari 1 orang
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website & ......oicces,

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor 1 XXXXX Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sifat -
Lampiran : 1 Lampiran di
Perihal : Permohonan Pelibatan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas
Pegawai Negeri Sipil sebanyak .... (....... ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan menjadi
anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan tersebut di atas dari tanggal 15 Januari 2023
s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

An.BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum

XXXXXXXXKKKXX
Pangkat: XxxxXXxXxxXXxXx
Nip. XOOTKKXXXXKXXXX

Tembusan kepada Yth:
) R —— /

e Format Lampiran Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja lebih dari 1
orang (Pengajuan Sukarela)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
TAHUN ANGGARAN ...............

. Rencana Penugasan
No Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalasn Tim

XXAXKXKXKXKKKK Kepala Bidang ........... Ketua Tim
1 | Pembina

Nip. XXXXXXXXX
KNXXXXXXKKXXXK Kepala Subbag .......... Anggota Sekretariat Tim
2 Penata Tk.I
Nip. XOOOOOo
XAAXKKXKKXXXK Analis ......cooeen Anggota Tim
3 | Penata Tk.I
Nip. XXXXXXXXX

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Asministrasi Umum

XEHXXXXXKXKKKX
Pangkat: XXXXXXXXXXX
Nip. XXOOOOKXXXKXK
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e Format Surat Jawaban Persetujuan terlibat dalam Tim Kerja
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
117 11 =
Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY
Kepada
Nomor HID.6-0-0.0:¢ Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat : - di
Lampiran : - Tempat

Perihal : Jawaban Permintaan
Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan Anggota
Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama ¢ XXXXXXXXXKK
Pangkat : Xxootoomxxx
NIP D.6:6:9.0.6.9.4.6.9.9.4

Jabatan @ XXXXXXXXXXX
disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang dari tanggal 15 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Tembusan kepas Yth:

e Format Surat Jawaban Tidak Setuju terlibat dalam Tim Kerja
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng
Telepon : (0421} 35900 Kode Pos 91661
WebsiHE . .osiuiassvnvnns

Pangkajene Sidenreng dd Mm YYYY

Kepada
Nomor ¢ Xxxxx Yth. Asisten Administrasi Umum
Sifat I
Lampiran : - di
Perihal : Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja
Sehubungan surat Saudara nomor : xxxx, tanggal DD Mm YYYY, hal Permintaan Anggota
Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama ¢ XXXXXXXXXXX
Pangkat : XXxXXXXXXXXX
NIP T XXXXXXXXXKK

Jabatan : X3OUOOXXXXX
Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana, berhubung tugas kegiatan tersebut telah terbagi habis oleh
anggota tim.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

B6.863.40.9.0.0.9.9.9.1
Pangkat: XXXXXXXXX
Nip. XCOOXXXXXXXXX
Tembusan kepada Yth:
Ly wesrssuseasies .
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e Format Surat Penugasan untuk 1 orang
(Pengajuan Sukarela)

8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website s .coonuissizavss
SURAT TUGAS
Nomor:
Menimbang: ¢ & BaDWa i snirassssas st s sei e e s s s e P s s sei
B, AW wvcmvmssevi s s ow oy SOy S e S S S S S S AR
Mengingat : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023

tentang Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Surat Asisten Administrasi Umum Nomeor .... Tanggal .. .. .... Hal
Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:
MENUGASKAN
Kepada : Nama 1 XXXXXKXXKXXXXX
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP .6.0.0.9.9.9.0.9.9.6: .91

Jabatan ; XXXXXXXXXXXXX

Untuk 21,
2.
3:
Demikian
mestinya.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil
pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

Selama menjalankan tugas dimaksud, vang bersangkutan tetap harus
memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

XXXXXXXKXXXK
Pangkat: XXXXxxxxxx
Nip. XXXXXXXXXXXXX

Tembusan kepada Yth:
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e Format Surat Tugas lebih dari 1 orang
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Harapan Baru Blok No. Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

Telepon : (0421) 35900 Kode Pos 91661
Website.: ...cauvicicicne:
SURAT TUGAS
Nomor:
Menimbang @ a. bahwa ..o
100 TRNETARIEN im0t 45 165 3 L8 A 0 S R P
Mengingat : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ........ Tahun 2023 tentang

Kepada |
2
3
Untuk $1,

Sistem Kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor .... Tanggal .. .. .... Hal

Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN
. Nama 1 XXXXXXXXXXXXX
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP 1 XXXXXXXKXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
. Nama 1 XXXXXXXXXXXXX
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP T XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
. dst

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas untuk
menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ......... hingga ......... , dan hasil

pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus

memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

D,$.0:0.9.9,0,0,0,0,0,0.¢
Pangkat: XxXxXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXXX

Tembusan kepada Yth:

1. ;
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e Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja
(Pengajuan Suka Rela)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIN KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ..... ,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

: Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:
Pengarah : memberikan arahan dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas tim
Penanggungjawab : a. memberikan pertanggungjawaban secara umum
pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal penentuan
kebijakan pelaksanaan tim.

: Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim

Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber pada APBD Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun Anggaran ......

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal ... ... ....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Tembusan kepada Yth:
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e Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja (Pengajuan Suka Rela)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : / /
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN .....ccovviiniiiiinns SRR
TAHUN ANGGARAN ....

; Rencana Penugasan . . Timeline Kegiatan
No | Nama/Pangkat/Nip | Jabatan Dalam Tim Hiian Tapolsl Minggu I / Triwulan I Minggu 11 / Triwulan II__|_Minggu 11l / Triwalan IIl_| Minggu IV / Triwulan IV
1| KooK XXK Kepala Ketua Tim Kerja _ Mengkoordinir kegiatan | 5. Minggu pertama telah | 5. Minggu kedua telah | 5.Minggu ketiga telah | 5. Minggu keempat telah
Pembina Bidang | | e dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip., XXXXXXXKX | seeeeererneens - Melaporkan hasil ......... 6. D8 v..vsnmrnmneees (ST D11 S (ST -} S BBt i
- Dst oo
2 | XXXKXXXXXX Kepala Anggota Sekretariat | Melaksanakan 5.Minggu pertama telah | 9.Minggu kedua telah |9. Minggu ketiga telah | 5.Minggu keempat telah
Penata Tk.I Subbagian | Tim Kerja kegiatan ... dilaksanakan ........... dilaksanakan ............ dilaksanakan ............. dilaksanakan .............
Nip. XXXXXXXXX 6, B8t susrergesen 10. 5.1 RSP 10. DB cvuimeinvsmmanans 6.Dst i
3| XOoOXXXXXXX Analis Anggota Tim Kerja Melaksanakan 9.Minggu pertama telah | 11. Minggu kedua | 11. Minggu ketiga | 11. Minggu keempat
Penata Tk | ceeirviennnns kegiatan ......cccoeeieeeerinens dilaksanakan ........... telah dilaksanakan telah dilaksanakan telah dilaksanakan
Nip. XXXXXXXXX 10. Dst | ssveesseee | smmseeee | s
.................. 12. Db sivwi 12 Bgt o 12 B8t cossamnmos

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
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Lampiran

Surat Tugas Kepala Bagian Organisasi
Nomor

Tanggal :

DAFTAR PENUGASAN TIM BAGIAN ORGANISASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO

JABATAN
DALAM TIM

NAMA

TUGAS

PENGAWAS

Nama
Pangkat
Nip.

menentukan pelaksanaan tugas dalam bentuk
Tim/Individu;

b. memberikan arahan dan ekspektasi kinerja;

memfasilitasi penugasan lintas bagian/unit
kerja/perangkat daerah, dan atau lintas
instansi pemerintah;

melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim;
melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala;

memberikan rekomendasi penilaian ketua tim
dan anggota kepada pejabat penilai kinerja.

KETUA TIM

Nama
Pangkat
Nip

menusun rencana kegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melakukan fasilitasi koordinasi dan konsultasi
terkait tatalaksana pemerintahan;

melakukan fasilitasi sosialisas/bimtek terkait
tatalaksana pemerintahan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
biro organisasi terkait tatalaksana
pemerintahan;

mengkoordinasikan dan menyusun rancangan
produk hukum, penetarapan peraturan atau
pengaturan bidang tatalaksana pemerintahan;

ANGGOTA

Nama
Pangkat
Nip

melakukan fasilitasi koordinasi dan konsultasi
terkait Peta Proses Bisnis dan SOP;

melakukan koordinasi dan konsultasi terkait
terkait peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Peta Proses Bisnis dan SOP;
menyusun peraturan/kebijakan terkait
penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP;
melakukan rapat internal terkait penyusunan
Peta Proses Bisnis dan SOP;

melakukan rapat internal terkait penyusunan
Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas;

Nama
Pangkat
Nip

melakukan fasilitasi koordinasi dan konsultasi
terkait Peta Pelayanan Publik;

melakukan koordinasi dan konsultasi terkait
terkait peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Peta Pelayanan Publik;
menyusun peraturan/kebijakan terkait
penyusunan Peta Pelayanan Publik;

melakukan rapat internal terkait penyusunan
Inovasi;
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JADWAL SUB KEGIATAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS TAHUN 2023

JADWAL

NO AKTIVITAS JAN | PEB | MAR | APR MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OTK | NOP | DES

1 | Melakukan rapat internal

2 Membantuk Tim

Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait
3 | peraturan/kebijakan penyusunan Peta Proses Bisnis
dan SOP

Menyusun Perbup/ Keputusan Bupati/ Keputusan
4 | Sekda terkait penyusunan Peta Proses Bisnis dan
SoP

5 | Melaksanakan Bimtek dan coaching clinic
penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

6 | Menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP




